SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Menimbang

Mengingat

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung ke-23 Tahun serta berdasarkan
masukan dan aspirasi masyarakat/wajib pajak dalam hal
melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan
Bermotor dan membaliknamakan kendaraan bermotor di
Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka
program Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi
Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Pajak Kendaraan Bermotor ditambah waktu
pelaksanaannya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak
Dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat
Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 382);

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 476);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor
1 Seri B);



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2
Seri D);

14. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pembebasan Pokok Pajak Dan Sanksi Administratif Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan
Bermotor Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2023
PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRATIF
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14
Tahun 2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Dan Sanksi
Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 1 Seri B)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Batas waktu dan pelaksanaan pembebasan pokok BBN-
KB dan seterusnya beserta Sanksi Administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan
serentak di seluruh UPT Bakuda terhitung mulai tanggal
18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember
2023.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

Batas waktu dan pelaksanaan pembebasan pokok PKB
dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda
terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 18 Desember 2023.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

NOMOR 2 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007






